
YOGYA (KR) - Bidang

kesejahteraan masyarakat

menjadi salah satu sentral

dalam penyelenggaraan

pemerintahan. DPRD Kota

Yogyakarta yang menjadi

mitra eksekutif sepanjang

tahun ini telah berupaya op-

timal untuk mengawal hal

tersebut. Harapannya selu-

ruh fase kehidupan warga

kota mampu terlindungi.

Baik sejak dalam kandung-

an, bayi, anak, remaja, de-

wasa, orangtua, lansia

hingga meninggal dunia.

Komisi D sebagai salah

satu alat kelengkapan de-

wan di DPRD Kota Yogya-

karta ditugaskan secara

khusus di bidang kese-

jahteraan rakyat. Terdapat

sepuluh mitra kerja Komisi

D yang membawahi

kegiatan pendidikan, kese-

hatan, tenaga kerja, olahra-

ga dan lain sebagainya.

Komisi tersebut saat ini di-

pimpin oleh tiga orang wakil

rakyat yakni Suryani SE

MSi sebagai ketua,

Krisnadi Setyawan sebagai

wakil ketua, dan M Ali

Fahmi SE MM sebagai

sekretaris.

Kegiatan yang diampu

oleh mitra kerja Komisi D

satu sama lain saling berkait-

an. Seperti untuk melindungi

bayi yang lahir dengan se-

hat, tidak bisa dilepaskan

dari intervensi terhadap re-

maja putri dan ibu hamil.

Apalagi saat ini pemerintah

tengah gencar mewujudkan

zero stunting. Sehingga re-

maja putri yang akan menja-

di calon ibu pun harus mam-

pu menjaga kesehatan de-

ngan baik. "Makanya kami

juga mendukung kegiatan

gerakan aksi bergizi yang

menyasar remaja putri de-

ngan memberikan obat pe-

nambah darah. Jangan

sampai remaja putri meng-

alami anemia, di mana

mereka itu kan banyak yang

suka makanan cepat saji,"

urai Suryani.

Begitu pula bagi ibu hamil

atau pasangan suami istri

baru, harus memiliki pema-

haman dan kesadaran

dalam menyiapkan buah

hatinya. Edukasi bagi kelu-

arga baru serta peman-

tauan kondisi kehamilan

harus rutin dilakukan.

Kader kesehatan yang ada

di wilayah memegang per-

an penting terkait hal terse-

but. Kota Yogyakarta pun

telah memiliki perda terkait

ASI eksklusif untuk menja-

ga asupan bayi yang di-

lahirkan.

Di samping itu, per-

kembangan anak tidak bisa

disepelekan. Sebagai calon

generasi penerus, anak

merupakan aset yang pa-

ling berharga bagi bangsa.

Beruntung Kota Yogyakarta

telah meraih predikat kota

ramah anak serta Kota

Layak Anak (KLA) untuk

kategori utama. Hanya,

saat ini masih harus be-

kerja keras agar mampu

meraih kategori paripurna

atau KLA yang sesungguh-

nya. Dengan begitu, per-

lindungan anak tidak

sekadar menjadi kegiatan

di tingkat organisasi pe-

rangkat daerah melainkan

benar-benar terimplemen-

tasi hingga kelembagaan di

masyarakat.

"Kemarin kami kawal be-

tul tim eksekutif dalam

menyusun grand desain

KLA paripurna. Ada bebe-

rapa masukan seperti per-

da kawasan tanpa rokok

yang perlu digencarkan.

Paling tidak di tempat-tem-

pat umum harus tersedia

ruang khusus merokok su-

paya orang yang merokok

tidak mengganggu hak

orang yang tidak merokok.

Begitu pula reklame rokok

serta sponsor produk rokok

harus ada penataan pada-

hal itu berkaitan juga de-

ngan pendapatan asli da-

erah. Memang tidak mu-

dah, namun harus diwujud-

kan," paparnya.

Kiprah Komisi D dalam

perwujudan perlindungan

khusus bagi anak juga men-

dapatkan respons bagus.

Terutama perlindungan bagi

anak berhadapan dengan

hukum, narkoba, trafficking,

HIV AIDS dan lainnya. Salah

satu bentuk perlindungan itu

ialah tersedianya rumah

aman bagi korban maupun

pelaku. Lahan dan bangun-

an telah tersedia dan tinggal

rehabilitasi yang disesuaikan

dengan aturan dari kemente-

rian terkait.

Begitu pula persoalan ke-

nakalan remaja yang sem-

pat menjadi persoalan di

Kota Yogyakarta. Komisi D

menelurkan perda terkait

ketahanan keluarga yang

kini telah berlaku. Dalam

waktu dekat akan disahkan

pula perda terkait kepemu-

daan yang sekarang masih

dalam proses evaluasi oleh

gubernur. Keberadaan pro-

duk hukum tersebut hara-

pannya mampu menjadi pi-

jakan eksekutif dalam

mengambil kebijakan.

Sedangkan perlindungan

bagi orangtua maupun lan-

sia salah satunya dorongan

agar seluruh pemangku

wilayah terlindungi oleh ja-

minan sosial seperti BPJS

Ketenagakerjaan. Namun

realisasinya masih me-

nunggu proses kajian kare-

na payung hukum dari

pusat belum tersedia.

Dengan adanya jaminan

sosial maka perangkat

wilayah bisa lebih produktif

dalam mengayomi war-

ganya serta menjadi garda

terdepan dalam men-

dukung program-program

pemerintah yang berkaitan

dengan hak masyarakat.

Sementara bagi pen-

duduk yang meninggal

dunia, selama ini telah

digulirkan jaminan kema-

tian. Terutama bagi anggo-

ta keluarga yang masuk

dalam keluarga sasaran ja-

minan perlindungan sosial

untuk meringankan beban

biaya pemakaman. (Dhi)-d

YOGYA (KR) - Kali Belik khu-

susnya yang berada di wilayah

Iromejan Gondokusuman selalu

menjadi langganan banjir ketika

intensitas hujan tinggi. Pena-

nganan luapan air di kawasan

tersebut pun membutuhkan koor-

dinasi lintassektor.

Kepala Pelaksana Badan

Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD) Kota Yogya Nur Hidayat,

mengungkapkan jajarannya tidak

bisa melakukan proses penangan-

an sendiri. "Dari muara itu kan

dulu ada dua, yang satu di

Sleman tapi sudah buntu dan

tinggal ke Kali Belik. Makanya

kalau kapasitas air banyak, pasti

meluap karena tidak mampu

menampung. Ini sedang kami ko-

ordinasikan juga dengan provinsi

kaitannya dengan kapasitas itu,"

jelasnya, Senin (7/11).

Selain dengan DIY, koordinasi

juga perlu dibangun bersama

Balai Besar Wilayah Sungai

Serayu Opak (BBWSO). Hal ini

karena instansi tersebut memiliki

kewenangan penuh terhadap

penanganan sungai. Pihaknya se-

laku pengampu di wilayah sebe-

narnya hanya berwenang menge-

nai penanganan dampak serta pe-

mukiman di kawasan tersebut.

Banjir atau luapan air di Kali

Belik hampir setiap tahun selalu

terjadi. Kejadian tersebut meng-

akibatkan permukiman khusus-

nya di wilayah Iromejan teren-

dam air. Ketinggiannya pun

bervariasi, bahkan bisa mencapai

satu meter. Teranyar, luapan air

yang tergolong cukup besar terja-

di pada Minggu (6/11) sore lalu.

"Memang selalu seperti itu.

Langkah antisipasi sekarang ini

ialah kewaspadaan masyarakat

ketika terjadi hujan dengan inten-

sitas tinggi," imbuhnya.

Nur Hidayat pun berharap ada

langkah strategis dari lintassek-

tor untuk penanganan jangka

panjang. Hal ini agar masyarakat

yang tinggal di kawasan Iromejan

mampu merasa aman dan nya-

man. Apalagi kejadian tersebut

hampir selalu berulang setiap

tahun.

Koordinasi lintassektor sangat

dibutuhkan karena kewenangan

kota cukup terbatas. Terlebih pa-

sokan air yang masuk ke Kali

Belik disumbang dari daerah lain.

Selain itu ada instansi lain yang

memiliki kewenangan khusus ter-

kait penataan sungai.

Sebelumnya, penanganan ka-

pasitas air yang masuk ke Kali

Belik sebenarnya sudah di-

lakukan. Salah satunya dengan

membuat sistem drainase di

kawasan Jalan Colombo yang di-

alirkan ke Kali Gajah Wong.

Harapannya hal itu bisa mengu-

rangi debit air yang masuk ke

Kali Belik. Selain itu, BBWSO ju-

ga telah membangun Embung

Langensari yang kawasan itu du-

lunya digunakan sebagai tempat

pendidikan.                         (Dhi)-d
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Oktober lalu Kementerian

Pemberdayaan Aparatur

Negara dan Reformasi

Birokrasi (KemenPAN RB)

meluncurkan reformasi

birokrasi tematik penanggu-

langan kemiskinan. Pemkot

Yogya merespons kebijakan

tersebut dengan memperku-

at kapasitas sumber daya

manusia (SDM).

Kepala Badan Kependi-

dikan dan Pelatihan Sum-

ber Daya Manusia (BKPS-

DM) Kota Yogya Dedi Budi-

ono, mengatakan Kota

Yogya menjadi salah satu pe-

merintah daerah yang men-

jadi percontohan dalam

menjalankan reformasi

birokrasi tematik tersebut. 

"Tentu kami apresiasi pen-

canangan yang dilakukan

oleh KemenPAN RB itu.

Sehingga sesegera mungkin

kapasitas SDM di Kota Yogya

untuk diperkuat agar mam-

pu menerapkan kebijakan

dengan baik," katanya di sela

pelatihan yang digelar di

Balai Kesejahteraan Sosial

Jalan Veteran, Senin (7/11).

Pelatihan tersebut akan

digelar hingga 11 November

2022 mendatang dan diikuti

oleh 50 ASN di lingkungan

Pemkot Yogya. Peserta

pelatihan merupakan ASN

yang berada di instansi ter-

kait pelaksanaan program

penanggulangan kemiskin-

an. Terutama yang berada di

bidang teknis, perencanaan

serta informasi teknologi.

Dedi menambahkan, pi-

haknya bekerja sama de-

ngan Balai Besar Pendidik-

an dan Pelatihan Kese-

jahteraan Sosial (BBPPKS)

Yogyakarta yang mem-

bidangi masalah penanggu-

langan kemiskinan. Dengan

begitu harapannya sebagai

salah satu daerah perconto-

han, Kota Yogya mampu

menyiapkan data dan infor-

masi pendukung pelak-

sanaan reformasi birokrasi

tematik penanggulangan

kemiskinan, mendorong

keterlibatan serta memba-

ngun kolaborasi berbagai pi-

hak. "Tiap tahun angka ke-

miskinan harus bisa

ditekan. Sehingga SDM

yang mengampu bidang

tersebut dituntut memiliki

kemampuan yang kompe-

ten," imbuhnya.

Oleh karena itu, setelah

mengikuti pelatihan peserta

diharapkan memahami kebi-

jakan reformasi birokrasi

tematik, pendekatan dan

strategi penanggulangan ke-

miskinan serta mampu

melaksanakan rencana aksi

melalui penguatan kelemba-

gaan, penguatan SDM dan

peningkatan tata kelola pro-

gram yang efektif, efisien dan

akuntabel.

Ketua Panitia Pristi

Yudawati, memaparkan se-

lama pelatihan pihaknya

melibatkan sejumlah fasili-

tator dari berbagai kalang-

an. Di antaranya Kemen-

PAN RB, Kementerian

Sosial, UGM, Tim Koor-

dinasi Penanggulangan

Kemiskinan (TKPK) DIY,

Pemkab Banyuwangi selaku

pengelola Sistem Peme-

rintahan Berbasis Elek-

tronik (SPBE) dan OPD tek-

nis lain.                         (Dhi)-d

REFORMASI BIROKRASI TEMATIK KEMISKINAN

Kota Yogya Perkuat Kapasitas SDM

KALI BELIK JADI LANGGANAN BANJIR TIAP MUSIM HUJAN

Penanganan Luapan Air Butuh Koordinasi Lintassektor

KR-Ardhi Wahdan

Pelatihan untuk penguatan kapasitas SDM reformasi birokrasi tematik penang-

gulangan kemiskinan.

KOMISI D
KAWAL KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Seluruh Fase Kehidupan Warga Kota Harus Terlindungi

KR-Istimewa

Suryani SE MSi                       Krisnadi Setyawan                   M Ali Fahmi SE MM.

KR-Ardhi Wahdan

Rapat kerja Komisi D bersama mitra di eksekutif.

KR-Ardhi Wahdan

Pantauan Komisi D terhadap proses penerimaan peserta didik baru.
KR-Ardhi Wahdan

Komisi D menerima audiensi dari salah satu organisasi olahraga.


